
a. bahwa dengan memperhatikan dan menindaklanjuti

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

17/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka

Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

(COVID-19) dan Dampaknya, surat edaran Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian

Keuangan Nomor SE-2jPKj2021 untuk Refocusing

Anggaran khususnya untuk Dana Transfer Daerah, baik

Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID), Dana

Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK),

perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Wali Kota Nomor

90 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kota

Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa untuk menindaklanjuti dan mengakomodir

beberapa usulan penyesuaian Standar Harga Satuan dari

beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu

dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 90

Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kota

Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;

WALlKOTABANJARMASIN,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

Menirnbang
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telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam NegeriNomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor888);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 90 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Kota Banjarmasin Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Nomor
91 Tahun 2020).



1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor

9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

dengan Peraturan WaH Kota tentang Perubahan atas

Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2020 tentang

Standar Harga Satuan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran
2021;



BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR

MUKHYAR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 illei 2(21

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, f
r----. ~

Pj. WALlKOTA BANJARMASIN,

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Ivlei 20~ 1

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

denganiniKotaWaliPeraturanpengundangan

memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar

Pasal2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

mi.

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin

Nomor 90 Tahun 2020 ten tang Standar Harga Satuan Kota

Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 91 Tahun 2020), diu bah sehingga

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wah Kota

Pasal 1

PERATURAN WALl KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURANWALlKOTABANJARMASINNOMOR 90 TAHUN

2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KOTA

BANJARMASINTAHUNANGGARAN2021.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:


